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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

           NOMOR  38 TAHUN 2022UN 2018 

 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang  : bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 142 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati  tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 1822);  

 

 

 

SALINAN 
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2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2        

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang     

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2022 Nomor 4, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia   Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi 

Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi 

Selatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4889); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

14. Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan    Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  81  Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang   Daerah   Provinsi   Sulawesi   Selatan     Tahun 

2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi  

Selatan  Tahun  2008  Nomor  10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah   Provinsi  Sulawesi  

Selatan  Nomor 10  Tahun 2008  tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah   Provinsi   

Sulawesi   Selatan     Tahun 2008-2028 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015      

Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka 

Menengah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun 

2018-2023 (Lembaran  Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 301) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  

Provinsi  Sulawesi Selatan  Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah   Daerah  

Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2021 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2010 Nomor 3); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 47); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2021 Nomor 103); 

22. Peraturan  Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah  

Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Tahun 2012 Nomor 3); 

28.  Peraturan  Bupati  Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 (Berita  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar   

Tahun 2022 Nomor 719); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023. 

 

Pasal 1 

Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah  ditetapkan  untuk  periode  1 (satu)  tahun      

yaitu     terhitung     mulai    tanggal    1  Januari    sampai    dengan 31 

Desember 2023.  

Pasal 2 

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026.  
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Pasal 3 

(1) Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Lampiran Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun berdasarkan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan. 

(3) Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), terdiri atas : 

a.  Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 

meliputi : 

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;  

2) Dinas Kesehatan; 

3) Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung; 

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

6) Dinas Sosial; 

7) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan; dan 

8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar, meliputi : 

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

2) Dinas Lingkungan Hidup;  

3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

5) Dinas Perhubungan; 

6) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 

7) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja; dan 

8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi : 

1) Dinas Perikanan; 

2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan 

4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi : 
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1) Sekretariat Daerah; 

2) Sekretariat DPRD; 

3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 

5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

6) Inspektorat Daerah; 

7) Kecamatan Benteng; 

8) Kecamatan Bontoharu; 

9) Kecamatan Bontosikuyu; 

10) Kecamatan Bontomatene; 

11) Kecamatan Bontomanai; 

12) Kecamatan Buki; 

13) Kecamatan Pasimarannu; 

14) Kecamatan Pasimasunggu; 

15) Kecamatan Pasimasunggu Timur; 

16) Kecamatan Pasilambena; 

17) Kecamatan Takabonerate; dan 

18) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal  17 November 2022   2022 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

             TTD 

          MUH. BASLI ALI 

 

Diundangkan di Benteng 

pada tanggal  17 November 2022   2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

         TTD 

MESDIYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022  

NOMOR 735 


